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ABSTRACT

The National Development Target in education is the increasing of access to education and quality of education. Amount of civillian who access basic education have been specified in RPJM of West Sumatra Province 2006 – 2010.   One of achievements indicators is the increasing of NER (Net Enrollment Ratio) become 99.56% in SD/MI (elementary school) and 76.52% in SMP/MTs (junior high school). The intention of the research was to assess the availibility basic education facility in West Sumatra in 2005, and estimate the need of the education facility at basic education until 2010 in the effort attainment 9 Year Education Program. Result of research indicate that 9 Years Education Program will not be achieved in 2010 in West Sumatra Province. In district around West Sumatera Province only Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, and Solok (town)  which have completed the target of 9 Years National Program. Padang has achieved the NER at SMP/MTs as specified in RPJM but it was estimated that this town will not yet complete the target of 9 Years Education Program in 2010. Solok and Pariaman were estimated only achieve NER in SMP/MTs that specified in RPJM West Sumatra Province. Other Sub-Provinces were estimated not achieve NER at SMP/MTs in 2010. Availibility of class and school in elementary school in 2005 still not yet been exploited in an optimal fashion while at junior high school some sub province need the addition of class and school units. To anticipate growth of resident up to 2010 the addition of new teacher will not be needed. We needed to make-up of extension of service in basic education so that the access to basic education will not become the problem to complete the target of 9 Years Education Program. 
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I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang 


Dalam Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945 diamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sementara Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; dan ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.


Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek huruf digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 

Menurut Mahdiansyah (1997), keberhasilan memperoleh pendidikan dasar dapat ditinjau dari tiga aspek, yakni pemerataan kesempatan untuk memasuki sekolah (equality of access), pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah (equality of survival) dan pemerataan memperoleh keberhasilan dalam belajar (equality of output).



Wajib belajar merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri secara terus menerus sehingga tidak ada lagi anak usia 7 – 15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasar.


Peningkatan program Wajib Belajar 6 Tahun menjadi 9 tahun merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang lebih terdidik minimal memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial, dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dijadikan bekal untuk menjalani hidup dalam masyarakat. Perluasan program wajib belajar juga dimaksudkan agar bangsa Indonesia lebih siap untuk memasuki pasar global, baik pasar bebas AFTA (Asia Free Trade Area) tahun 2003 maupun APEC tahun 2010. 


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 dinyatakan bahwa dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan. Penurunan penduduk usia muda terutama kelompok usia 7–12 tahun sebagai dampak positif Program Keluarga Berencana menyebabkan turunnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama terjadi perubahan struktur usia siswa SD/MI dengan semakin menurunnya siswa berusia lebih dari 12 tahun dan meningkatnya siswa berusia kurang dari         7 tahun. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan sehingga efisiensi dapat terus ditingkatkan. Disamping itu juga terjadi peningkatan proporsi penduduk usia dewasa yang berdampak pada perlunya pengembangan penyediaan layanan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan non formal untuk memberi pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka. 


Sasaran pembangunan nasional di bidang pendidikan sampai dengan tahun 2009 adalah meningkatnya kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatnya mutu pendidikan. Sasaran tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan jumlah penduduk dan perubahan struktur penduduk sampai dengan tahun 2009. Dalam bidang pendidikan dasar sasaran pembangunan yang ditetapkan adalah meningkatnya taraf pendidikan penduduk melalui peningkatan persentase penduduk yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Dasar 9 Tahun, antara lain diukur dengan meningkatnya APK jenjang SD termasuk SDLB, MI dan Paket A sebesar 115,76% dengan jumlah siswa menjadi sekitar 27,68 juta orang dan APK jenjang SMP termasuk MTs dan Paket B sebesar 98,09% dengan jumlah siswa menjadi sebanyak 12,20 juta orang. 


Sampai saat ini kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh: (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas; (2) kesejahteraan pendidik yang masih rendah; (3) fasilitas belajar belum mencukupi; dan (4) biaya operasional pendidikan belum memadai.


Hal – hal seperti ini tentunya harus menjadi pertimbangan dalam upaya pencapaian salah satu target Millennium Development Goal yakni menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015 semua anak, di mana pun, laki – laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Indikator – indikator yang digunakan dalam Millennium Development Goal ini adalah: (1) angka partisipasi murni (APM)        di sekolah dasar; (2) APM di sekolah lanjutan tingkat pertama;            (3) proporsi murid yang berhasil mencapai kelas 5; (4) proporsi murid di kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar; (5) proporsi murid di kelas 1 yang berhasil menyelesaikan 9 tahun pendidikan dasar; dan (6) angka melek huruf usia 15 – 24 tahun. Target ini sejalan dengan target Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, yaitu meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dengan indikator kinerja pencapaian APK SMP/MTs 90% paling lambat pada tahun 2008, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar yang pada saat ini masih di bawah standar nasional.


Chamidi (2005:1), mengemukakan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi maka tanggung jawab pemerintah daerah menjadi semakin besar, termasuk kebijakan dalam pengelolaan pendidikan, khususnya dalam penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya pada berbagai tahap kegiatan pembangunan pendidikan, antara lain: (1) pengidentifikasian masalah;                  (2) perencanaan; (3) pelaksanaan; (4) evaluasi; dan (5) implikasi kebijakan dan pengambilan keputusan.


Apresiasi masyarakat terhadap pendidikan di Provinsi Sumatera Barat relatif sudah baik. Hal ini terlihat dari peningkatan beberapa variabel pendidikan. APM SD/MI tahun 2005 mencapai 96,77% dan APM SMP/MTs sebesar 66,24%. Namun apresiasi yang baik ini belum didukung oleh peningkatan kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, pendidik dan sistem yang dibangun. Hal ini terlihat dari masih rendahnya hasil ujian nasional siswa sekolah menengah, masih banyak sekolah dan ruang belajar yang rusak berat, minimnya buku pelajaran, laboratorium atau ruang praktek, dan arena bermain, serta masih besar jumlah guru yang tidak layak mengajar dan rendah komitmen mengajarnya. Disamping itu peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan belum ada dan belum banyak reward yang diberikan pada peserta didik serta pendidik yang berprestasi. 


Kesempatan mengikuti pendidikan pada tingkat SLTP/MTs telah mengalami peningkatan secara signifikan selama dilaksanakannya Program Wajib Belajar 9 Tahun, namun angka partisipasi ini belum cukup tinggi untuk mencapai APK 90% sebagai target penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun pada tahun 2008. Angka partisipasi di SLTP/MTs perlu diukur dengan menggunakan APK mengingat banyaknya murid yang berusia di bawah 13 tahun dan di atas 15 tahun. 

Sebagaimana dirumuskan dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 – 2010, salah satu sasaran pembangunan pendidikan adalah “Menuntaskan akses masyarakat terhadap pendidikan” yang diukur dengan:
a. Meningkatnya APM pendidikan anak usia dini menjadi 35,05%, SD/MI 99,56%, SMP/MTs 76,52%, dan SM/MA/SMK menjadi        51, 97%. 

b. Menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun dan merintis wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun

c. Meningkatnya akses masyarakat terisolir dan tidak mampu 60,74% dan anak berkelainan fisik dan mental menjadi 23,07%.

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Provinsi Sumatera Barat masih ditemukan pencapaian APM SMP/MTs di bawah 90% sehingga menimbulkan keinginan penulis untuk melakukan penelitian tentang kemungkinan pencapaian Wajib Belajar 9 Tahun di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010. Saat ini APM SD/MI sudah mencapai 96,77% namun APM pada tingkat SMP/MTs hanya mencapai 66,24%. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah akan dapat dicapai sasaran pembangunan pendidikan di Sumatera Barat pada tahun 2010 seperti dipaparkan di atas. 

Dari latar belakang permasalahan tersebut dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

a. Bagaimana daya tampung fasilitas pendidikan dasar di Sumatera Barat pada tahun 2005.

b. Bagaimana perkiraan daya tampung fasilitas layanan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2010 dalam kaitannya dengan Wajib Belajar 9 Tahun. 

c. Bagaimana kemungkinan tercapainya Wajib Belajar 9 Tahun di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian di atas yaitu :

a. Menilai daya tampung fasilitas pendidikan dasar di Sumatera Barat pada tahun 2005.

b. Menyusun perkiraan daya tampung fasilitas layanan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2010 dalam kaitannya dengan Wajib Belajar 9 Tahun. 

c. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi tercapainya Wajib Belajar 9 Tahun di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010. 

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil kebijaksanaan dalam bidang pendidikan khususnya di Provinsi Sumatera Barat dalam menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun sebagai salah satu usaha meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia .

2. Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya di bidang pendidikan. 

1.5 Ruang Lingkup Studi

Dalam penelitian ini studi dibatasi pada daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisa difokuskan pada ketersediaan fasilitas pendidikan (sekolah, kelas dan guru) di masing – masing kabupaten/ kota untuk mewujudkan pencapaian wajib belajar 9 tahun pada tahun 2010. 

II. Kajian Terhadap Penelitian Yang Telah Dilakukan.


Penelitian sebelumnya oleh Henny Sjafitri (2004), dengan judul “Perencanaan pendidikan menengah di Sumatera Barat”, dengan menggunakan metoda SWOT menganalisa indikator – indikator yang mempengaruhi pendidikan dan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan 5 tahun mendatang (2004 – 2008) serta faktor – faktor internal dan eksternal yang berperan dalam pencapaian pendidikan menengah. Dalam penelitian ini akan diproyeksikan penambahan jumlah penduduk usia wajib belajar di masing – masing kabupaten/kota se-Sumatera Barat tahun 2006 – 2010, kemudian diperkirakan kebutuhan fasilitas pendidikan yang diperlukan. Selanjutnya akan diperkirakan kemungkinan pencapaian APM dan APK tingkat SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2010 dan bagaimana kebutuhan fasilitas pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar pada tahun 2010. 

III. Metode Penelitian
3.1. Kerangka Analisis 


Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini dilakukan analisis deskriptif dan perkiraan kebutuhan fasilitas pendidikan untuk mencapai target Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun seperti yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010. Perkiraan ini memperhitungkan ketersediaan fasilitas pendidikan saat ini yang masih belum optimal dimanfaatkan oleh penduduk usia wajib belajar, antara lain sekolah, lokal dan guru. Dengan demikian akan dapat diperkirakan berapa kebutuhan penambahan fasilitas yang harus disediakan ataukah hanya diperlukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang sudah tersedia.

3.2. Data dan Sumber Data 

Data utama yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah murid sekolah SD/MI dan SMP/MTs menurut kelompok umur

2. Jumlah penduduk usia sekolah tingkat pendidikan dasar

3. Proyeksi jumlah penduduk masing – masing kabupaten/ kota se-Sumatera Barat tahun 2006 – 2010.

Pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan sumber – sumber utama antara lain: Sumatera Barat Dalam Angka, Data Tape Susenas, Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan lain – lain. 
3.3. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

i) Proyeksi jumlah penduduk usia wajib belajar di kabupaten/ kota se-Sumatera Barat pada pada tahun 2006 – 2010. Proyeksi dilakukan dengan meemecah kelompok umur lima tahunan menjadi satu tahunan dengan menggunakan faktor pengali ‘Sprague Multipliers’ dimana untuk kelompok umur 5 – 9 tahun digunakan faktor pengali ‘first reset to end panel’ dan untuk kelompok umur 10 – 19 tahun digunakan faktor pengali ‘mid panel’ sehingga dapat diketahui jumlah penduduk usia sekolah. 

ii) Perkiraan pencapaian APM dan APK SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2010. Perkiraan dilakukan dengan melihat pencapaian APM pada tahun 2000 – 2005 dan melihat bagaimana kecenderungannya pada tahun 2010.

iii) Analisis ketersediaan fasilitas pendidikan pada tingkat SDMI dan SMP/MTs di masing – masing kabupaten/ kota se-Sumatera Barat untuk menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun pada tahun 2010. Disini akan dinilai ketersediaan fasilitas pendidikan dasar saat ini dan diperkirakan besarnya kebutuhan fasilitas pendidikan pada tingkat pendidikan tersebut pada tahun 2010 dalam upaya pencapaian Wajib Belajar 9 Tahun sebagaimana ditargetkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010. 

3.4. Definisi Operasional 

1. Propinsi dalam penelitian ini adalah Propinsi Sumatera Barat 

2. Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan kelompok usia jenjang pendidikan tersebut dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

3. Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. 

4. Guru adalah guru sekolah tingkat pendidikan dasar 

5. Sekolah adalah sekolah tingkat pendidikan dasar 

6. Lokal adalah lokal sekolah tingkat pendidikan dasar 

7. Rasio Murid per Sekolah adalah perbandingan jumlah murid dengan jumlah sekolah pada tingkat pendidikan dasar.

8. Rasio Murid per Kelas adalah perbandingan jumlah murid dengan jumlah kelas pada tingkat pendidikan dasar.

9. Rasio Murid per Guru adalah perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada tingkat pendidikan dasar.

10. Rasio Kelas per Ruang Kelas adalah perbandingan jumlah kelas dengan jumlah ruang kelas pada tingkat pendidikan dasar.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Dasar Tahun 2005

Dari perbandingan jumlah murid terhadap jumlah fasilitas pendidikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs dapat disimpulkan bahwa rasio murid terhadap sekolah dan kelas masih rendah. Ini berarti kedua fasilitas pendidikan tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal. 

Fasilitas pendidikan pada tingkat SD/MI di masing – masing kabupaten/ kota se-Sumatera Barat yang tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal dapat dilihat pada tabel 4.1. Berdasarkan rasio ideal sekolah SD/MI terhadap murid yakni 1 : 240 dan rasio kelas terhadap murid 1 : 40, dengan jumlah murid SD/MI 657.236 orang maka fasilitas sekolah SD/MI yang berlebih adalah 1.387 unit dan kelas yang berlebih mencapai 13.616 unit. Khusus untuk Kota Bukittinggi terjadi kekurangan jumlah unit sekolah yang dibutuhkan sebesar 4 unit. Hal ini berarti ada sejumlah unit sekolah yang menampung murid melebihi jumlah ideal yang ditetapkan. 


Memperhatikan rasio ideal sekolah SMP/MTs terhadap murid 1 : 360 dan rasio kelas terhadap murid 1 : 40 serta melihat jumlah murid SMP/MTs sebesar 235.256 orang, maka unit sekolah SMP/MTs yang berlebih adalah 202 unit dan kelas yang berlebih mencapai 1.202 unit (tabel 4.2). Hasil perhitungan ketersediaan fasilitas pendidikan ini sesuai dengan hasil penelitian Sjafitri (2004), yang menyatakan bahwa sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah di Sumatera Barat saat  ini sudah cukup memadai. 

Tabel 4.1: Kebutuhan Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan yang berlebih pada tingkat SD/MI di masing – masing kabupaten/kota se-Sumatera Barat Tahun 2005 berdasarkan data jumlah murid 

	No.
	Kab./Kota
	Fasilitas dibutuhkan
	Fasilitas Berlebih

	
	
	Sekolah (unit)
	Guru (orang)
	Kelas (unit)
	Sekolah (unit)
	Guru (orang)
	Kelas (unit)

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kab. Agam
	264
	2.348
	1.585
	186
	1.286
	1.281

	2
	Kab. Pasaman
	380
	3.379
	2.281
	109
	672
	1.317

	3
	Kab. 50 Kota
	181
	1.607
	1.085
	194
	1.504
	1.383

	4
	Kab. Solok
	293
	2.601
	1.755
	188
	1.366
	1.526

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	261
	2.321
	1.566
	145
	478
	1.055

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	255
	2.267
	1.530
	158
	1.137
	1.401

	7
	Kab. Tanah Datar
	183
	1.625
	1.097
	124
	968
	842

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	204
	1.815
	1.225
	142
	691
	1.023

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	44
	388
	262
	39
	162
	292

	10
	Kota Bukittinggi
	62
	551
	372
	4)*
	171
	589

	11
	Kota Padang
	416
	3.697
	2.495
	8
	1.188
	2.203

	12
	Kota Pdg. Panjang
	27
	237
	160
	12
	163
	86

	13
	Kota Sawahlunto
	29
	260
	176
	32
	279
	192

	14
	Kota Solok
	31
	278
	187
	12
	192
	75

	15
	Kota Payakumbuh
	60
	538
	363
	14
	271
	166

	16
	Kota Pariaman
	48
	430
	290
	28
	116
	187

	Prov. Sumatera Barat
	2.738
	24.342
	16.431
	1.387
	10.644
	13.616


Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2005, Data diolah

Keterangan : 

* = kekurangan fasilitas pendidikan 

Asumsi :

· 1 unit sekolah akan mampu menampung 240 orang murid

· 1 unit kelas akan mampu menampung 40 orang murid

· 1 orang guru dapat melayani 27 orang murid
Dari ketersediaan fasilitas pendidikan pada masing – masing kabupaten/ kota maka di Kota Solok, Bukittingi dan Kota Padang, jumlah sekolah yang ada belum dapat memberikan layanan ideal terhadap jumlah murid yang ada. Diperkirakan ada sejumlah sekolah yang menampung lebih dari 360 orang murid untuk satu unit sekolah. Diperkirakan hal ini juga disebabkan oleh adanya murid yang berasal dari luar daerah yang terdaftar sebagai murid di kota – kota tersebut.
Tabel 4.2:
Kebutuhan Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan yang Berlebih untuk Tingkat SMP/MTs di masing – masing kabupaten/ kota se-Sumatera Barat Tahun 2005 berdasarkan data jumlah murid

	No.
	Kabupaten/Kota
	Fasilitas Dibutuhkan
	Fasilitas Berlebih

	
	
	Sekolah (unit)
	Guru (orang)
	Kelas (unit)
	Sekolah (unit)
	Guru (orang)
	Kelas (unit)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kab. Agam
	         59 
	       821 
	       533 
	         35 
	     1.519 
	       141 

	2
	Kab. Pasaman
	         77 
	     1.061 
	       690 
	         40 
	     1.381 
	       100 

	3
	Kab. 50 Kota
	         35 
	       487 
	       317 
	         28 
	     1.059 
	       167 

	4
	Kab. Solok
	         60 
	       832 
	       541 
	         40 
	     1.347 
	       172 

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	         56 
	       776 
	       505 
	           5 
	     1.032 
	         67 

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	         69 
	       958 
	       622 
	           0
	     1.089 
	         99 

	7
	Kab. Tanah Datar
	         47 
	       648 
	       421 
	         47 
	     1.505 
	       214 

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	         43 
	       601 
	       390 
	         24 
	       720 
	         84 

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	          8 
	       114 
	         74 
	           3 
	         71 
	           9 

	10
	Kota Bukittinggi
	         19 
	       265 
	       172 
	       3)*
	       315 
	         13 

	11
	Kota Padang
	       112 
	     1.546 
	     1.005 
	       21)
	     1.852 
	         25 

	12
	Kota Pdg. Panjang
	         13 
	       183 
	       119 
	           3 
	       362 
	         36 

	13
	Kota Sawahlunto
	          8 
	       105 
	         68 
	          4 
	       211 
	         27 

	14
	Kota Solok
	         12 
	       165 
	       107 
	         3)
	       166 
	           1 

	15
	Kota Payakumbuh
	         19 
	       269 
	       175 
	           0 
	       376 
	         29 

	16
	Kota Pariaman
	         16 
	       218 
	       142 
	           0 
	       265 
	         18 

	Prov. Sumatera Barat
	653
	9.048
	5.881
	202
	13.270
	1.202


Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2005, Data diolah

Keterangan :

- * = kekurangan fasilitas pendidikan

Asumsi :

· 1 unit sekolah akan mampu menampung 360 orang murid

· 1 unit kelas akan mampu menampung 40 orang murid

· 1 orang guru dapat melayani 26 orang murid


Perhitungan kebutuhan guru untuk SD/MI berbeda dengan kebutuhan guru untuk SMP/MTs. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 30 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa minimal untuk satu unit SD/MI dibutuhkan 6 orang guru kelas, 1 orang guru agama,        1 orang guru olah raga dan 1 orang kepala sekolah. Dari proporsi ini dapat dirumuskan bahwa 1 unit SD dengan 240 orang murid memerlukan 9 orang guru dan rasio guru per murid adalah 1 : 27.
 Jika murid SD pada tahun 2005 berjumlah 657.236 orang maka berdasarkan jumlah sekolah dan kelas yang dibutuhkan pada tahun tersebut, jumlah guru SD/MI yang berlebih adalah 10.644. Namun jika dilihat jumlah unit sekolah SD/MI yang mencapai 4.125 unit dengan 30.047 unit kelas maka terjadi kekurangan guru SD/MI sebesar 7.436 orang. Kekurangan guru ini disebabkan karena rasio murid terhadap sekolah dan rasio murid terhadap kelas yang rendah.
Untuk tingkat SMP/MTs besarnya kebutuhan guru bidang studi untuk satu unit sekolah sulit dihitung mengingat ada sekolah yang memiliki lebih dari sembilan ruang kelas. Untuk itu tingkat kebutuhan guru dihitung berdasarkan jumlah kelas yang ada dikali 34 jam pelajaran per-minggu (Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006), kemudian dibagi dengan jumlah jam minimum seorang guru mengajar (24 jam per minggu). Jika 1 unit SMP/MTs idealnya memiliki 9 unit kelas dengan 360 orang murid dan jumlah jam pelajaran ideal adalah 34 jam/minggu maka untuk 1 unit sekolah diperlukan guru 13 orang. Dengan ditambah 1 orang  kepala sekolah maka guru yang dibutuhkan adalah 14 orang. Dapat dirumuskan rasio guru per murid 1 : 26        (1 : 25,71). Dengan demikian jika murid SMP/MTs berjumlah 235.256 orang maka jumlah guru SMP/MTs yang berlebih adalah 13.270 orang. Namun mengingat jumlah unit sekolah SMP/MTs yang mencapai 855 unit dengan 7.083 unit kelas maka guru SMP/MTs yang berlebih adalah 13.270 orang. Hal ini juga memberi indikasi bahwa rasio murid terhadap sekolah dan rasio murid terhadap kelas di SMP/MTs masih rendah dan pemanfaatan kedua fasilitas pendidikan tersebut masih belum optimal. 

Untuk mendapatkan rata – rata jam mengajar guru SMP/MTs saat ini  dapat dilihat sebagai berikut. Jumlah kelas SMP yang ada adalah 7.083 unit. Total jam pelajaran per-minggu adalah 176.290 jam. Jika saat ini guru SMP berjumlah 22.3318 orang maka rata – rata guru mengajar adalah 10,34 jam/minggu. Ini berarti masih di atas standar minimum guru mengajar (24 jam/minggu). 


Dapat disimpulkan disini bahwa pada tahun 2005 telah terjadi inefisensi pengelolaan fasilitas pendidikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Memang pada satu sisi jumlah sekolah, kelas dan guru kurang mencukupi pada satu daerah namun di daerah lain jumlahnya sudah berlebih sehingga pemanfaatannya tidak optimal. 
4.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Wajib Belajar Tahun 2006 – 2010 


Dengan menggunakan Spraque Multipliers untuk memecah kelompok umur penduduk lima tahunan menjadi satu tahunan maka didapatkan proyeksi jumlah penduduk kabupaten/ kota se-Sumatera Barat usia wajib belajar tahun 2006 – 2010 seperti pada tabel 4.3. Secara umum penduduk berumur 7 – 12 tahun terus bertambah dari tahun 2006 – 2010, kecuali di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang. Untuk kelompok umur 13 – 15 tahun seperti ditampilkan pada tabel 4.4, secara umum juga terjadi peningkatan jumlah penduduk kecuali beberapa daerah seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi dan Kota Panjang jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersangkutan justru mengalami penurunan. Diperkirakan bervariasinya jumlah penduduk pada kelompok umur 13 – 15 tahun ini disebabkan karena pengaruh struktur umur penduduk dan dan faktor migrasi. 

Tabel 4.3: Proyeksi Penduduk berdasarkan kelompok Usia 7 – 12 tahun pada 
masing – masing kabupaten/kota se-Sumatera Barat Tahun  2006 
– 2010.

	No.
	Kabupaten/Kota
	Penduduk Usia 7 - 12 tahun

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Kab. Agam
	54.618
	54.401
	54.525
	54.751
	55.465

	2
	Kab. Pasaman
	81.531
	82.741
	84.032
	84.964
	86.150

	3
	Kab. 50 Kota
	41.461
	42.550
	43.289
	43.725
	44.040

	4
	Kab. Solok
	62.549
	62.971
	63.451
	63.731
	64.142

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	49.221
	48.358
	47.862
	47.489
	47.594

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	55.686
	55.774
	55.979
	56.022
	56.307

	7
	Kab. Tanah Datar
	40.493
	40.056
	39.753
	39.429
	39.314

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	47.442
	48.775
	49.996
	50.889
	51.759

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	9.453
	9.488
	9.568
	9.647
	9.727

	10
	Kota Bukittinggi
	11.733
	11.757
	11.716
	11.623
	11.436

	11
	Kota Padang
	84.261
	86.466
	88.987
	90.783
	93.004

	12
	Kota Pdg. Panjang
	5.435
	5.331
	5.278
	5.262
	5.303

	13
	Kota Sawahlunto
	6.589
	6.589
	6.646
	6.648
	6.648

	14
	Kota Solok
	7.053
	7.149
	7.269
	7.367
	7.485

	15
	Kota Payakumbuh
	13.397
	13.667
	13.886
	13.966
	14.002

	16
	Kota Pariaman
	9.458
	9.426
	9.468
	9.478
	9.581

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prov. Sumatera Barat
	580.381
	585.498
	591.706
	595.774
	601.955


Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Sumatera Barat 2003 – 2010, Data diolah 

Tabel 4.4: 
Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Usia 13 – 15 Tahun pada masing – masing kabupaten/kota se-Sumatera Barat Tahun  2006 – 2010.

	No.
	Kabupaten/Kota
	Penduduk Usia 13 - 15 Tahun

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Kab. Agam
	28.303
	27.911
	27.631
	27.484
	27.410

	2
	Kab. Pasaman
	38.051
	38.418
	38.902
	39.547
	40.272

	3
	Kab. 50 Kota
	18.420
	19.891
	19.421
	19.927
	20.420

	4
	Kab. Solok
	30.017
	30.006
	30.087
	30.288
	30.575

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	26.292
	25.770
	25.334
	25.018
	24.739

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	27.698
	27.509
	27.423
	27.477
	27.604

	7
	Kab. Tanah Datar
	21.094
	20.782
	20.525
	20.348
	20.207

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	20.934
	21.456
	22.030
	22.673
	23.354

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	4.305
	4.290
	4.276
	4.280
	4.312

	10
	Kota. Bukittinggi
	5.705
	5.690
	5.687
	5.709
	5.758

	11
	Kota Padang
	42.843
	41.753
	41.232
	41.452
	42.238

	12
	Kota Pdg. Panjang
	3.109
	2.996
	2.910
	2.852
	2.820

	13
	Kota Sawahlunto
	3.151
	3.151
	3.189
	3.224
	3.260

	14
	Kota Solok
	3.534
	3.476
	3.454
	3.482
	3.541

	15
	Kota Payakumbuh
	6.224
	6.299
	6.406
	6.567
	6.749

	16
	Kota Pariaman
	4.987
	4.863
	4.756
	4.743
	4.740

	 
	 
	
	
	
	
	

	Prov. Sumatera Barat
	284.669
	284.263
	283.265
	285.069
	287.996


Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Sumatera Barat 2003 – 2010, Data diolah

4.3. Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Dasar untuk Penduduk Usia Wajib Belajar 9 Tahun pada Tahun 2006 – 2010


Dengan proyeksi jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dan usia 13 – 15 tahun pada tahun 2006 – 2010 dapat diperkirkan kebutuhan fasilitas pendidikan dasar tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Jika diasumsikan semua penduduk usia 7 – 12 tahun diberikan layanan pendidikan maka perkiraan kebutuhan fasilitas pendidikan untuk tingkat SD/MI dapat dilihat pada tabel 4.5, tabel 4.6 dan tabel 4.7.  


Untuk tingkat SD/MI di Provinsi Sumatera Barat tidak dibutuhkan penambahan fasilitas pendidikan berupa sekolah, kelas maupun guru sampai dengan tahun 2010. Untuk tahun 2006 hanya dibutuhkan 2.418 unit sekolah SD/MI dan 14.510 unit kelas, dengan demikian kebutuhan guru adalah sekitar 21.771 orang. 
Tabel 4.5 : Perkiraan Jumlah Sekolah yang Dibutuhkan pada tingkat SD/MI untuk masing-masing Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010

	No.
	Kabupaten/Kota
	Sekolah (unit)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kab. Agam
	       228 
	       227 
	       227 
	       228 
	       231 

	2
	Kab. Pasaman
	       340 
	       345 
	       350 
	       354 
	       359 

	3
	Kab. 50 Kota
	       173 
	       177 
	       180 
	       182 
	       183 

	4
	Kab. Solok
	       261 
	       262 
	       264 
	       266 
	       267 

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	       205 
	       201 
	       199 
	       198 
	       198 

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	       232 
	       232 
	       233 
	       233 
	       235 

	7
	Kab. Tanah Datar
	       169 
	       167 
	       166 
	       164 
	       164 

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	       198 
	       203 
	       208 
	       212 
	       216 

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	         39 
	         40 
	         40 
	         40 
	         41 

	10
	Kota Bukittinggi
	         49 
	         49 
	         49 
	         48 
	         48 

	11
	Kota Padang
	       351 
	       360 
	       371 
	       378 
	       388 

	12
	Kota Pdg. Panjang
	         23 
	         22 
	         22 
	         22 
	         22 

	13
	Kota Sawahlunto
	         27 
	         27 
	         28 
	         28 
	         28 

	14
	Kota Solok
	         29 
	         30 
	         30 
	         31 
	         31 

	15
	Kota Payakumbuh
	         56 
	         57 
	         58 
	         58 
	         58 

	16
	Kota Pariaman
	         39 
	         39 
	         39 
	         39 
	         40 

	Prov. Sumatera Barat
	2.418
	2.440
	2.465
	2.482
	2.508


Sumber :“Proyeksi Penduduk Sumatera Barat 2003 – 2010”, Data diolah 

Tabel 4.6 : Perkiraan Jumlah Kelas yang Dibutuhkan pada tingkat SD/MI untuk masing – masing Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010
	No.
	Kabupaten/Kota
	Kelas (unit)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kab. Agam
	   1.365 
	   1.360 
	   1.363 
	   1.369 
	   1.387 

	2
	Kab. Pasaman
	2.038 
	2.069 
	2.101 
	2.124 
	2.154 

	3
	Kab. 50 Kota
	   1.037 
	   1.064 
	   1.082 
	   1.093 
	1.101 

	4
	Kab. Solok
	1.564 
	1.574 
	1.586 
	1.593 
	1.604 

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	1.231 
	1.209 
	1.197 
	1.187 
	1.190 

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	1.392 
	1.394 
	1.399 
	1.401 
	1.408 

	7
	Kab. Tanah Datar
	1.012 
	1.001 
	994 
	986 
	983 

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	1.186 
	1.219 
	1.250 
	1.272 
	1.294 

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	236 
	237 
	239 
	241 
	243 

	10
	Kota Bukittinggi
	293 
	294 
	293 
	291 
	286 

	11
	Kota Padang
	2.107 
	2.162 
	2.225 
	2.270 
	2.325 

	12
	Kota Pdg. Panjang
	136 
	      133 
	132 
	132 
	133 

	13
	Kota Sawahlunto
	165 
	165 
	      166 
	      166 
	166 

	14
	Kota Solok
	176 
	179 
	      182 
	184 
	187 

	15
	Kota Payakumbuh
	335 
	342 
	347 
	349 
	350 

	16
	Kota Pariaman
	      236 
	236 
	237 
	237 
	240 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Prov. Sumatera Barat
	14.510
	14.637
	14.793
	14.894
	15.049


Sumber :“Proyeksi Penduduk Sumatera Barat 2003 – 2010”, Data diolah 
Tabel 4.7 : Perkiraan Jumlah Guru yang Dibutuhkan pada tingkat SD/MI untuk masing-masing 
Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010

	No.
	Kabupaten/Kota
	Guru (orang)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Kab. Agam
	2.048
	2.040
	2.045
	2.053
	2.080

	2
	Kab. Pasaman
	3.057
	3.103
	3.151
	3.186
	3.231

	3
	Kab. 50 Kota
	1.555
	1.596
	1.623
	1.640
	1.651

	4
	Kab. Solok
	2.346
	2.361
	2.379
	2.390
	2.405

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	1.846
	1.813
	1.795
	1.781
	1.785

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	2.088
	2.092
	2.099
	2.101
	2.112

	7
	Kab. Tanah Datar
	1.518
	1.502
	1.491
	1.479
	1.474

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	1.779
	1.829
	1.875
	1.908
	1.941

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	355
	356
	359
	362
	365

	10
	Kota Bukittinggi
	440
	441
	439
	436
	429

	11
	Kota Padang
	3.160
	3.242
	3.337
	3.404
	3.488

	12
	Kota Pdg. Panjang
	204
	200
	198
	197
	199

	13
	Kota Sawahlunto
	247
	247
	249
	249
	249

	14
	Kota Solok
	264
	268
	273
	276
	281

	15
	Kota Payakumbuh
	502
	513
	521
	524
	525

	16
	Kota Pariaman
	355
	353
	355
	355
	359

	Prov. Sumatera Barat
	21.764
	21.956
	22.189
	22.342
	22.573


Sumber :“Proyeksi Penduduk Sumatera Barat 2003 – 2010”, Data diolah 


Perkiraan kebutihan fasilitas pendidikan ini hanya memperhitungkan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang masuk jenjang pendidikan SD. Jumlah penduduk berusia dibawah 7 tahun yang memasuki jenjang pendididikan SD/MI setiap tahunnya cenderung bertambah dan murid yang berusia diatas 12 tahun berkurang. Pada tahun 2005 dari 657.236 orang siswa SD/MI, 56.012 orang berusia dibawah 7 tahun (8,52%) dan 34.315 orang (5,19%) orang berusia diatas 12 tahun.


Kebutuhan guru untuk tingkat SMP/MTs dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang harus disediakan untuk tiap 360 orang murid dan satu unit kelas untuk tiap 40 orang murid. Pada tahun 2005 dengan jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun 284.676 orang dibutuhkan 791 unit sekolah, 7.117 unit kelas dan 17.387 orang guru. Perkiraan kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SMP/MTs untuk tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel 4.8, tabel 4.9 dan tabel 4.10.

Tabel 4.8: Perkiraan Jumlah Sekolah yang Dibutuhkan pada tingkat SMP/MTs untuk masing – masing Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010
	No.
	Kab./Kota
	Sekolah (unit)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Kab. Agam
	79
	78
	77
	76
	76

	2
	Kab. Pasaman
	106
	107
	108
	110
	112

	3
	Kab. 50 Kota
	51
	55
	54
	55
	57

	4
	Kab. Solok
	83
	83
	84
	84
	85

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	73
	72
	70
	69
	69

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	77
	76
	76
	76
	77

	7
	Kab. Tanah Datar
	59
	58
	57
	57
	56

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	58
	60
	61
	63
	65

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	12
	12
	12
	12
	12

	10
	Kota Bukittinggi
	16
	16
	16
	16
	16

	11
	Kota Padang
	119
	116
	115
	115
	117

	12
	Kota Pdg. Panjang
	9
	8
	8
	8
	8

	13
	Kota Sawahlunto
	9
	9
	9
	9
	9

	14
	Kota Solok
	10
	10
	10
	10
	10

	15
	Kota Payakumbuh
	17
	17
	18
	18
	19

	16
	Kota Pariaman
	14
	14
	13
	13
	13

	Prov. Sumatera Barat
	791
	790
	787
	792
	800


Sumber :“Proyeksi Penduduk Sumatera Barat 2003 – 2010”, Data diolah 

Tabel 4.9 : Perkiraan Jumlah Kelas yang Dibutuhkan pada tingkat SMP/MTs untuk masing – masing Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010

	No.
	Kabupaten/Kota
	Kelas (unit)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kab. Agam
	      708 
	      698 
	      691 
	      687 
	      685 

	2
	Kab. Pasaman
	      951 
	      960 
	      973 
	      989 
	   1.007 

	3
	Kab. 50 Kota
	      461 
	      497 
	      486 
	      498 
	      510 

	4
	Kab. Solok
	      750 
	      750 
	      752 
	      757 
	      764 

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	      657 
	      644 
	      633 
	      625 
	      618 

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	      692 
	      688 
	      686 
	      687 
	      690 

	7
	Kab. Tanah Datar
	      527 
	      520 
	      513 
	      509 
	      505 

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	      523 
	      536 
	      551 
	      567 
	      584 

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	      108 
	      107 
	      107 
	      107 
	      108 

	10
	Kota Bukittinggi
	      143 
	      142 
	      142 
	      143 
	      144 

	11
	Kota Padang
	   1.071 
	   1.044 
	   1.031 
	   1.036 
	   1.056 

	12
	Kota Pdg. Panjang
	       78 
	       75 
	       73 
	       71 
	       70 

	13
	Kota Sawahlunto
	       79 
	       79 
	       80 
	       81 
	       82 

	14
	Kota Solok
	       88 
	       87 
	       86 
	       87 
	       89 

	15
	Kota Payakumbuh
	      156 
	      157 
	      160 
	      164 
	      169 

	16
	Kota Pariaman
	      125 
	      122 
	      119 
	      119 
	      118 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prov. Sumatera Barat
	7.117
	7.107
	7.082
	7.127
	7.200


Sumber :“Proyeksi Penduduk Sumatera Barat 2003 – 2010”, Data diolah 

Tabel 4.10 : Perkiraan Jumlah Guru yang Dibutuhkan pada tingkat SMP/MTs untuk masing – masing  Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010
	No.
	Kab./Kota
	Guru (orang)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kab. Agam
	     1.089 
	     1.074 
	     1.063 
	     1.057 
	     1.054 

	2
	Kab. Pasaman
	     1.464 
	     1.478 
	     1.496 
	     1.521 
	     1.549 

	3
	Kab. 50 Kota
	       708 
	       765 
	       747 
	       766 
	       785 

	4
	Kab. Solok
	     1.155 
	     1.154 
	     1.157 
	     1.165 
	     1.176 

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	     1.011 
	       991 
	       974 
	       962 
	       951 

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	     1.065 
	     1.058 
	     1.055 
	     1.057 
	     1.062 

	7
	Kab. Tanah Datar
	       811 
	       799 
	       789 
	       783 
	       777 

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	       805 
	       825 
	       847 
	       872 
	       898 

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	       166 
	       165 
	       164 
	       165 
	       166 

	10
	Kota Bukittinggi
	       219 
	       219 
	       219 
	       220 
	       221 

	11
	Kota Padang
	     1.648 
	     1.606 
	     1.586 
	     1.594 
	     1.625 

	12
	Kota Pdg. Panjang
	       120 
	       115 
	       112 
	       110 
	       108 

	13
	Kota Sawahlunto
	       121 
	       121 
	       123 
	       124 
	       125 

	14
	Kota Solok
	       136 
	       134 
	       133 
	       134 
	       136 

	15
	Kota Payakumbuh
	       239 
	       242 
	       246 
	       253 
	       260 

	16
	Kota Pariaman
	       192 
	       187 
	       183 
	       182 
	       182 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prov. Sumatera Barat
	10.949
	10.933
	10.895
	10.964
	11.077


Sumber :“Proyeksi Penduduk Sumatera Barat 2003 – 2010”, Data diolah 


Melihat ketersediaan jumlah sekolah SMP/MTs pada tahun 2005 sebanyak 855 unit maka tidak diperlukan penambahan sekolah sampai tahun 2010 untuk mengantisipasi pertambahan jumlah murid. Namun apabila dilihat ketersediaan sekolah pada masing – masing kabupaten/kota maka perlu dilakukan penambahan unit – unit sekolah baru untuk dapat menampung perkembangan jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun.

Tabel 4.11. Kebutuhan Penambahan Unit Sekolah Baru pada tingkat SMP/MTs untuk masing – masing Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010.

	No.
	Kabupaten/Kota
	Jumlah Sekolah yang Berlebih (unit)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kab. Agam
	        15)*
	       (16)
	        17)
	       (18)
	       (18)

	2
	Kab. Pasaman
	        (11)
	        10)
	         (9)
	         (7)
	      (5)

	3
	Kab. 50 Kota
	        (12)
	         (8)
	         (9)
	         (8)
	         (6)

	4
	Kab. Solok
	        (17)
	       (17)
	       (16)
	       (16)
	       (15)

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	         12 
	         11 
	           9 
	           8 
	           8 

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	           8 
	           7 
	           7 
	           7 
	           8 

	7
	Kab. Tanah Datar
	        (35)
	       (36)
	       (37)
	       (37)
	       (38)

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	         (9)
	         (7)
	         (6)
	         (4)
	         (2)

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	           1 
	           1 
	           1 
	           1 
	           1 

	10
	Kota Bukittinggi
	         (0)
	         (0)
	         (0)
	         (0)
	         (0)

	11
	Kota Padang
	         28 
	         25 
	         24 
	         24 
	         26 

	12
	Kota Pdg. Panjang
	         (7)
	         (8)
	         (8)
	         (8)
	         (8)

	13
	Kota Sawahlunto
	         (3)
	         (3)
	         (3)
	         (3)
	         (3)

	14
	Kota Solok
	           1 
	           1 
	           1 
	           1 
	           1 

	15
	Kota Payakumbuh
	         (2)
	         (2)
	         (1)
	         (1)
	         (0)

	16
	Kota Pariaman
	         (2)
	         (2)
	         (3)
	         (3)
	         (3)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prov. Sumatera Barat
	(64)
	(65)
	(68)
	(63)
	(55)


Sumber : 

1. BPS, “Proyeksi Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2003 – 2010, data diolah

2. Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005.

Keterangan :

* = jumlah unit sekolah yang berlebih. Tidak dibutuhkan penambahan

Sedangkan dengan ketersediaan ruang kelas SMP/MTs pada tahun 2005 sebanyak 7.083 unit dan kondisi ideal kelas dapat menampung 40 orang murid, maka penambahan unit kelas baru yang dibutuhkan untuk tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel 5.12.

Tabel 4.12: Kebutuhan Penambahan Unit Kelas Baru pada masing-masing Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010.

	No.
	Kab./Kota
	Jumah Kelas yang Berlebih (unit)

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kab. Agam
	34
	24
	17
	13
	11

	2
	Kab. Pasaman
	161
	170
	183
	199
	217

	3
	Kab. 50 Kota
	(23)*
	13
	2
	14
	26

	4
	Kab. Solok
	37
	37
	39
	44
	51

	5
	Kab. Pdg Pariaman
	85
	72
	61
	53
	46

	6
	Kab. Pesisir Selatan
	(29)
	(33)
	(35)
	(34)
	(31)

	7
	Kab. Tanah Datar
	(108)
	(115)
	(122)
	(126)
	(130)

	8
	Kab. Swl/Sijunjung
	49
	62
	77
	93
	110

	9
	Kab. Kep. Mentawai
	25
	24
	24
	24
	25

	10
	Kota Bukittinggi
	(42)
	(43)
	(43)
	(42)
	(41)

	11
	Kota Padang
	41
	14
	1
	6
	26

	12
	Kota Pdg. Panjang
	(77)
	(80)
	(82)
	(84)
	(85)

	13
	Kota Sawahlunto
	(16)
	(16)
	(15)
	(14)
	(14)

	14
	Kota Solok
	(20)
	(21)
	(22)
	(21)
	(19)

	15
	Kota Payakumbuh
	(48)
	(47)
	(44)
	(40)
	(35)

	16
	Kota Pariaman
	(35)
	(38)
	(41)
	(41)
	(42)

	 
	 
	
	
	
	
	

	Prov. Sumatera Barat
	34
	24
	(1)
	44
	117


Sumber : 

1. BPS, “Proyeksi Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2003 – 2010, data diolah

2. Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005.

Keterangan :

* = jumlah unit sekolah yang berlebih. Tidak dibutuhkan penambahan

4.4. Kemungkinan Pencapaian Wajib Belajar 9 Tahun di masing – masing Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat Tahun pada Tahun 2010.  


Sebagai salah satu tolok ukur meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia, pemerintah di dalam RPJM Nasional Tahun 2004 - 2009 Bagian IV Pasal 27 telah merumuskan target pencapaian peningkatan angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD termasuk SDLB, MI dan Paket A sebesar 115,76% dengan jumlah siswa menjadi sekitar 27,68 juta dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 98,09% dengan jumlah siswa menjadi sebanyak 12,20 juta. 


Program Wajib Belajar 9 Tahun menargetkan pencapaian APK SMP/MTs sebesar 90% pada tahun 2008. Sedangkan Standar Pelayanan Minimum bidang pendidikan dasar menetapkan bahwa 95% anak dalam kelompok usia 7 – 12 tahun bersekolah di SD/MI dan 90% anak pada kelompok usia 13 –15 tahun bersekolah di SMP/MTs. 


Target APM pendidikan dasar berdasarkan RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010 yaitu 99,56% untuk SD/MI, dan 76,52% untuk SMP/MTs. 


Untuk memudahkan penilaian, pencapaian APM pendidikan dasar dipisah atas pencapaian oleh kabupaten dan kota. Kabupaten Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Kabupaten 50 Kota merupakan kabupaten dengan APM SD/MI 96% keatas. Khusus untuk Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Kabupaten 50 Kota APM SD/MI mencapai lebih dari 100%. Ini menunjukkan bahwa ke-empat kabupaten tersebut juga menampung murid usia 7 – 12 tahun yang berasal dari luar kabupaten. Perluasan layanan pendidikan sangat perlu ditingkatkan di Kabupaten Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai mengingat pencapaian APM SD/MI masing – masing baru mencapai 76,54% dan 80,21%. 


Kota – kota di Sumatera Barat juga telah berhasil menuntaskan target wajib belajar pada tingkat SD/MI. Kota Solok, Payakumbuh dan Kota Bukittinggi memiliki APM diatas 100% yang menunjukkan adanya murid usia 7 –12  tahun yang berasal dari luar kota. Sedangkan Kota Padang dan Kota Padang Panjang masing – masing memiliki APM 98,04% dan 98,84% yang menunjukkan bahwa kedua kota tersebut juga telah menuntaskan wajib belajar di tingkat SD/MI. Untuk Kota Sawahlunto dan Pariaman diperlukan peningkatan APM yang lebih signifikan dari tahun – tahun sebelumnya mengingat pencapaian APM saat ini baru mencapai 91,44% dan 94,87%. 


Pada tingkat SMP/MTs hampir semua daerah kabupaten memiliki pencapaian APM dibawah 70% kecuali kabupaten Solok dengan APM 72,85%. Ini berarti hanya kabupaten ini yang diperkirakan dapat mencapai target APM SMP/MTs sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat 2006 – 2010 meskipun belum mencapai target sesuai Standar Pelayanan Minimal. Untuk Kabupaten Tanah Datar, Agam, Dharmasraya, dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung APM masih dibawah 56%. Bahkan Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya memiliki APM 43% yang berarti bahwa lebih dari separoh penduduk usia 13 – 15 tahun beum mengikuti pendidikan di SMP/MTs.


Untuk APM SMP/MTs di daerah kota di Provinsi Sumatera Barat pencapaian APM tertinggi adalah di Kota Solok (121,67%). Kota Bukittinggi dan Padang Panjang masing – masing memiliki APM 104,22% dan 116,72%. Ketiga kota ini juga menampung murid SMP/MTs usia 13 – 15 tahun dari daerah lain. Kota Padang bahkan baru mencapai APM 80,91% yang mengindikasikan ada sekitar seperlima penduduk usia 13 – 15 belum terlayani fasilitas pendidikan. Kota Payakumbuh dan Pariaman masing – masing baru mencapai APM 77,18% dan 75,18%. Sedangkan Kota Sawahlunto merupakan kota di Sumatera Barat dengan APM terendah 59,39%. Nilai APM ini sangat jauh dari target Standar Pelayanan Minimum Pendidikan dan bahkan dari target RPJM Provinsi Sumatera Barat. 

Melihat perkembangan nilai APM baik untuk tingkat SD/MI maupun SMP/MTs sepanjang tahun 2002 – 2005 maka APM untuk SD/MI di Sumatera Barat telah melampaui target Standar Pelayanan Minimum (95%) pada tahun 2008. Dan bila dibandingkan dengan target pencapaian APM berdasarkan RPJM Provinsi Sumatera Barat 2005 – 2010 sebesar 99,56% maka angka ini diperkirakan akan dapat dicapai mengingat bahwa sepanjang tahun 2001 – 2005 nilai APM berkisar antara 89,93% sampai 96,77%.


Untuk SMP/MTs target murid usia 13 – 15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs sesuai Program Wajib Belajar 9 Tahun sebesar 90% akan sulit dicapai pada tahun 2008. Bahkan target pencapaian APM 76,52% pada tahun 2010 sesuai target RPJM Provinsi Sumatera Barat 2006 – 2010 diperkirakan juga akan sulit dicapai mengingat APM SMP/MTs saat ini hanya sebesar 66,24%. Nilai APM ini bahkan lebih kecil jika dibanding APM tahun 2000 (68,06%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target pencapaian Wajib Belajar 9 Tahun di Sumatera Barat diperkirakan tidak akan tercapai pada tahun 2010. 


Melihat perkembangan nilai APM SMP/MTs sepanjang tahun 2000 – 2009 dan jika diasumsikan pertambahan APM tersebut 1% per-tahun maka diperkirakan target wajib belajar 9 tahun baru akan tercapai (APM SMP/MTs 90%) pada tahun 2029. Untuk mencapai target wajib belajar 9 tahun pada tahun 2010 dibutuhkan kenaikan APM SMP/MTs sebesar 33,76% (supaya mencapai 100%). Sedangkan sesuai target wajib belajar (APM SMP/MTs 90% pada tahun 2008) dibutuhkan kenaikan APM SMP/MTs sebesar 23,76%.

5.  Penutup
5.1. Kesimpulan

Salah satu sasaran pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2010 adalah terwujudnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Program pendidikan dasar sebagai awal pembentukan sumber daya manusia perlu dituntaskan dalam mewujudkan sasaran ini. APK dan APM pendidikan dasar dapat dijadikan indikator tercapai atau tidaknya sasaran pembangunan pendidikan ini. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada tahun 2004, pencapaian APM SD/MI dan SMP/MTs di Provinsi Sumatera Barat masing – masing baru mencapai 94,22% dan 69,02%. Untuk tingkat SMP/MTs, nilai APM ini masih rendah. Pada tahun 2005 nilai APM SD/MI sudah mencapai 96,77% sedangkan APM SMP/MTs justru turun menjadi 66,24%

2. Dari 12 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, hanya Kabupaten Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Kabupaten 50 Kota diperkirakan dapat menuntaskan target wajib belajar tingkat SD/MI pada tahun 2010. Perluasan layanan pendidikan perlu ditingkatkan di Kabupaten Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai mengingat pencapaian APM SD/MI masing – masing baru mencapai 76,54% dan 80,21%. 

3. Kecuali Kota Sawahlunto dan Pariaman dengan APM SD/MI yang masing – masing baru mencapai 91,44% dan 94,87%, kota – kota di Provinsi Sumatera Barat telah menuntaskan wajib belajar di tingkat SD/MI.

4.  APM SMP/MTs di kabupaten – kabupaten masih dibawah 70% kecuali kabupaten Solok dengan APM 72,85%. Ini berarti hanya kabupaten ini yang diperkirakan dapat mencapai target APM SMP/MTs sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat 2006 – 2010 meskipun belum mencapai target wajib belajar 9 tahun. APM di Kabupaten Tanah Datar, Agam, Dharmasraya, dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung APM masih dibawah 56%. Bahkan Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya memiliki APM 43% 

5. 
APM SMP/MTs Kota Solok mencapai 121,67%, tertinggi di Sumatera Barat. Kota Bukittinggi dan Padang Panjang masing – masing memiliki APM 104,22% dan 116,72%, dengan demikian telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Ketiga kota ini juga menampung murid SMP/MTs usia 13 – 15 tahun dari daerah lain. Kota Payakumbuh dengan APM 99,75% diperkirakan akan menuntaskan wajib belajar pada tahun 2010. Kota Padang dan Kota Pariaman masing – masing baru mencapai APM 80,91% dan 75,18%, diperkirakan belum dapat menuntaskan target wajib belajar 9 tahun pada tahun 2010. Sedangkan Kota Sawahlunto merupakan kota di Sumatera Barat dengan APM terendah, 59,39%. Nilai APM ini sangat jauh dari target Standar Pelayanan Minimum Pendidikan dan bahkan dari target RPJM Provinsi Sumatera Barat tahun 2010.

6. Berdasarkan perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs tahun 2002 – 2005 di Sumatera Barat dan memperkirakannya sampai dengan tahun 2010 maka pada tahun tersebut penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun masih belum akan tercapai.

7. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik itu sekolah maupun kelas untuk tingkat SD/MI secara umum sampai dengan tahun 2005 masih belum dimanfaatkan secara optimal. Perkembangan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sampai dengan tahun 2010 masih akan dapat ditampung oleh ketersediaan fasilitas sekolah dan kelas pada tahun 2005.

8. Melihat ketersediaan unit sekolah SMP/MTs saat ini maka Kota Padang kekurangan fasilitas sekolah sebesar 21 unit. Kota Bukittinggi dan Kota Solok masing – masing juga kekurangan fasilitas sekolah sebesar 3 unit. Berdasarkan penambahan murid usia 13 – 15 tahun sampai tahun 2010 maka diperlukan penambahan sejumlah unit sekolah untuk Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Solok. Sedangkan penambahan unit kelas baru dibutuhkan di Kabupaten Agam, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang.

9. Untuk mengantisipasi perkembangan jumlah penduduk usia wajib belajar sampai dengan tahun 2010 tidak diperlukan penambahan guru. 

5.2. Saran

RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010 menargetkan pencapaian APM SD/MI sebesar 99,56% dan APM SMP/MTs 76,52% pada tahun 2010. Meskipun target ini jauh dibawah target wajib belajar 9 tahun namun beberapa daerah kabupaten/ kota diperkirakan masih belum dapat mencapainya. Beberapa saran yang dapat dicantumkan dari penelitian ini adalah :

1. Diperlukan peningkatan perluasan layanan pendidikan dasar di sejumlah kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat guna menuntaskan wajib belajar 9 tahun pada tahun 2010. 

2. Perluasan layanan pendidikan diperlukan pada tingkat SMP/MTs sedangkan pemeliharaan fasilitas pendidikan perlu diutamakan pada tingkat SD/MI mengingat banyaknya fasilitas pendidikan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan.

3. Untuk mewujudkan peningkatan pemerataan pendidikan diperlukan efisiensi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang ada sehingga kurangnya kesempatan penduduk usia wajib belajar untuk mendapatkan layanan fasilitas pendidikan bukan lagi menjadi kendala pencapaian target Wajib Belajar 9 Tahun.

4. Untuk penelitian selanjutnya dalam menganalisa pencapaian pemerataan pendidikan dasar kiranya perlu dipertimbangkan jumlah penduduk usia wajib belajar yang telah mengikuti pendidikan dasar dibawah usia yang ditetapkan. Murid SD/MI dibawah usia 7 tahun dan murid SMP/MTs dibawah usia 13 tahun. cenderung meningkat. Demikian juga sebagian penduduk usia dibawah usia 15 tahun sudah mengikuti pendidikan di tingkat SMA.
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